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1BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Tinjauan Terhadap Objek Studi
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atau disingkat Ditjen 
Postel, merupakan direktorat yang berfungsi untuk mengatur jalannya 
pos dan telekomunikasi di Indonesia. Ditjen Postel juga berfungsi 
sebagai regulator telekomunikasi. Ditjen Postel bertanggung jawab 
kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKomInfo).
Ditjen Postel terletak di ke Gedung Sapta Pesona Jl.Medan 
Merdeka Barat 17,Jakarta 10110. 
1.1.1 Sejarah Singkat Ditjen Postel
Pada tanggal 27 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden No. 63 
tahun 1966 dilakukan penyempurnaan lagi atas Kabinet Dwikora yang 
telah disempurnakan sehingga Kementerian Pos dan Telekomunikasi 
diubah statusnya menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi yang 
dikepalai oleh seorang Deputi Menteri dan berada di dalam 
lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Menteri 
Perhubungan. Pada tanggal 25 Juli 1966 dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora dibubarkan 
dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera. Di dalam Kabinet 
Ampera Departemen Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya 
menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dipimpin 
oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berada di dalam
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2lingkungan Departemen Perhubungan.Di awal permulaan Orde Baru 
Ditjen Postel belum mempunyai Kantor sama sekali. Untuk sementara 
karyawan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi berkantor di 
Gedung Telekomunikasi Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Pada tanggal 
27 September 1970 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Postel yang 
ke-25. Ditjen Postel pindah menempati Gedungnya di Jalan Kebon 
Sirih No. 37 Jakarta Pusat, kemudian pindah ke Gedung Sapta Pesona 
Jl.Medan Merdeka Barat 17,Jakarta 10110. Dalam surat keputusan 
Menteri Perhubungan No. 415/U/Phb-75 khusus yang menyangkut 
"Tugas Pokok dan Fungsi" Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi pasal 613 berbunyi :Tugas Pokok Direktorat Jenderal 
Postel ialah : menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen 
Perhubungan di bidang Pos dan Telekomunikasi berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian dalam pasal 
614 dijelaskan : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 
613 Direktorat Jenderal mempunyai fungsi : 
 Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
 Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel 
dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. 
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3 Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat 
Jenderal Postel sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
menteri serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
Fungsi lain dari Direktorat Jenderal Postel adalah fungsi bimbingan 
dan pembinaan serta sekaligus pengawasan terhadap kedua 
perusahaan antara lain berbentuk : 
a. Bidang Operasi Pos dan Giro : 
1. Penelaahan dan penilaian penyelenggaraan dinas 
pos dan giro. 
2. Pembinaan dan pengawasan ketepatgunaan 
perhubungan pos, yang meliputi pertukaran dan 
pengangkutan suratpos dan paketpos di dalam dan 
ke luar negeri serta penyelenggaraan dinas Pos dan 
Giro. 
3. Penelitian dan pengawasan terhadap penyelesaian 
kecurangan-kecurangan dan penindakannya dalam 
penyelenggaraan dinas pos. 
4. Penyusunan kebijaksanaan penetapan tarif Pos dan 
Giro 
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4b. Bidang Telekomunikasi : 
1. Penelaahan dan penilaian penyelenggaraan 
operasional telekomunikasi. 
2. Pembinaan dan pengawasan ketepatgunaan dan 
kedayagunaan penyelenggaraan lalu lintas 
telekomunikasi. 
3. Penyusunan kebijaksanaan penetapan tarip 
telekomunikasi. 
4. Penelitian dan penelaahan teknis dan sistem 
telekomunikasi, meliputi antara lain penerapan 
kemajuan teknologi telekomunikasi. 
5. Pembinaan dan Pengawasan pembukuan peralatan 
dan teknis pemeliharaan peralatan telekomunikasi. 
6. Penelitian dan pembinaan teknis rencana 
pembangunan telekomunikasi. 
7. Penyelenggaraan pencatatan dan pengawasan 
penggunaan frekuensi. 
c. Bidang Administrasi : 
1. Bimbingan dan pembinaan tenaga kerja pada perum 
Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi meliputi 
masalah-masalah penggajian, career planing, 
formasi dan manpower planing. 
2. Penelaahan Rencana Anggaran Belanja. 
3. Bimbingan dan pembinaan terhadap materiil, 
keuangan, hukum, dan organisasi. 
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5Di samping itu, fungsi lain Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi adalah pengaturan perijinan seperti penerbitan dan 
penelitian, penggunaan frekuensi, penyelenggaraan monitoring dan 
lain-lain serta yang sangat penting adalah pengaturan dan pembinaan 
hukum sebagai fungsi pemerintahan yang menyangkut kedua 
perusahaan tersebut. 
Pengalihan Tugas-Tugas Pemerintah dari Dewan Telekomunikasi 
Kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
Dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-
kegiatan di bidang telekomunikasi, dengan Keputusan Presiden No.56 
Tahun 1969, Pemerintah menunjuk Menteri Perhubungan untuk atas 
nama Presiden memberikan bimbingan sehari-hari kepada Dewantel.
Sejak saat itu berangsur-angsur tugas-tugas pemerintah di bidang 
telekomunikasi dikembalikan ke Departemen Perhubungan.
Dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1972 yang disempurnakan 
dengan Keputusan Presiden No. 18/1975 fungsi Dewantel 
dikembalikan sebagai suatu badan yang memberikan pertimbangan-
pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan 
Pemerintah di Bidang telekomunikasi. Sedangkan tugas-tugas Dewan 
dalam bidang perijinan telekomunikasi dinyatakan dicabut dan 
penyelesaian hal yang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut oleh 
Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan. Peninjauan kedudukan 
Dewantel ini dilakukan dalam rangka penertiban dan penyempurnaan 
aparatur pemerintah dan untuk effesiensi dan effektivitas kerja di 
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6bidangtelekomunikasi.Atas dasar keputusan Menteri Perhubungan No. 
Km.145/U/Phb-75 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Perhubungan sebagai pelaksanaan dari keputusan 
Presiden no.44 dan 45 Tahun 1974, maka Direktorat Jenderal Postel 
yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas 
pokok Departemen Perhubungan, mempunyai fungsi antara lain 
pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh Menteri dan Berdasarkan peraturanperundanganyangberlaku.
Saat ini perjanjian di bidang penyelenggaraan telekomunikasi 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan fungsinya dan 
berdasarkanperaturanyangberlaku.
Perijinan penyelenggaraan telekomunikasi ini meliputi antara lain : 
1. Pencatatan penggunaan frekuensi untuk ABRI. 
2. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh instansi Pemerintah, 
Perwakilan Diplomatik maupun Swasta. 
Apabila dilihat berdasarkan kebijakan yang dilakukan pemerintah 
terhadap Ditjen Postel, departemen ini mengalami empat kali 
pergantian departemen sejak tahun 1966 sampai sekarang , yaitu :
1. Berada dibawah Departemen Perhubungan berdasarkan 
Keppres RI    No. 63 Tahun 1966 tanggal 27 1966.
2. Berada dibawah Departemen Pos dan telekomunikasi 
berdasarkan Keppres RI No. 45  Tahun 1983.
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73. Kembali berada dibawah Departemen Perhubungan 
berdasarkan Keppres RI Tahun 1996  pada tanggal 13 April 
1998.
4. Berada dibawah Departemen Komunikasi dan Informatika 
berdasarkan PP RI No.15 Tahun 2005.
1.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Visi
Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan 
informatika yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional.
Misi
 Meningkatkan kualitas pengaturan dan sumber daya manusia 
 Meningkatkan pemerataan pelayanan ke seluruh pelosok 
nusantara 
 Meningkatkan iklim usaha dan peran serta masyarakat 
 Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa 
 Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu 
pengetahuan yang tepat guna 
 Meningkatkan pembinaaan potensi pos,telekomunikasi dan 
informatika. 
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81.1.3 Fungsi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Selama ini, Ditjen Postel 3 (tiga) fungsi pokok di bidang 
penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional,yaitu: pengaturan, 
pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan 
yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain 
diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan 
persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi 
pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk 
memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan 
telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku.Sedangkan fungsi pengendalian merupakan 
fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap 
penyelenggaraan pos & telekomunikasi, termasuk juga agar 
penegakan hukum (law enforcement) di bidang penyelenggaraan pos 
dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.
Ketiga fungsi di atas merupakan pengejawantahan dari fungsi 
penetapan kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika selaku Menteri yang ruang lingkupnya di bidang pos dan 
telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan merupakan fungsi 
strategis yang dimiliki oleh Menteri dalam hal perumusan 
perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis pos dan 
telekomunikasi nasional. Dengan demikian,maka pengaturan 
pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel 
mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri 
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9Komunikasi dan Informatika. Ditjen Postel selama ini selalu berusaha 
untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri 
Komunikasi dan Informatika di bidang pos & telekomunikasi dengan 
baik, sehingga penyelenggaraan pos & telekomunikasi nasional dapat 
dinikmati oleh rakyat banyak dan tidak terbatas pada masyarakat di 
kota-kota besar saja.
1.1.4 Struktur Organisasi 
     Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 Sekretariat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 
 Direktorat Pos. 
 Direktorat Telekomunikasi dan Informatika. 
 Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 
 Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi. 
 Direktorat Kelembagaan Internasional. 
 Unit Pelayanan Teknik. 
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Gambar 1.1 
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL POS 
DAN TELEKOMUNIKASI
sumber : Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Pada stuktur organisasi diatas dijelaskan bahwa Ditjen Postel 
dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, dibantu dengan Sekretaris 
Direktorat Jenderal. Direktur Jenderal membawahi lima Direktorat 
atau divisi yaitu Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi dan 
Informatika, Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit, 
Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi dan Direktorat 
Kelembagaan Internasional. Lalu ada dua Unit Pelaksana Teknis 
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Frekuensi Radio dan Orbit dan Balai Uji yang bekerja dibawah 
Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi, namun dua UPT ini 
bertanggung  jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
oleh karena itu ada garis putus-putus dan garis langsung yang 
menghubungkan UPT ini dengan Direktorat dan Dirjen Postel. 
Penjelasan tentang fungsi masing-masing direktorat dan UPT ini
adalah sebagai berikut.
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pos & Telekomunikasi
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif 
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat 
Direktorat Jenderal Pos & Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana 
dan program, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 
bantuan teknik luar negeri dan data sistem informasi 
manajemen dibidang pos, telekomunikasi dan informatika, 
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi 
dan media penyiaran; pengelolaan urusan keuangan 
2. Penyiapan telaahan hukum dan peyusunan rencana peraturan 
perundang-undangan, pelaksana dan penyuluhan hukum, 
analisan dan evaluasi serta kerjasama luar negeri dibidang 
pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi 
radio dan orbit satelit serta standarisasi dan media penyiaran 
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3. Pelaksanaan urusan kepegawaian organisasi, tata laksana, 
tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan 
hubungan antar lembaga 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri 
dari :
 Bagian Perencanaan 
Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana 
dan program, serta evaluasi dan penyusunan 
laporan.
 Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
keuangan Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi. 
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana anggaran. 
b. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, 
perbendaharaan serta menyiapkan bahan 
pelaporan keuangan. 
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c. Pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi dan 
perhitungan anggaran. 
 Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan 
penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan 
perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum 
dan penyuluhan serta bahan kerjasama luar negeri.
 Bagian Umum
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana dan program kepegawaian, organisasi, tata 
laksana, tata usaha, dan rumah tangga, 
perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan 
hubungan antar lembaga.
b. Direktorat Pos
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang pos berdasarkan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Ditpos 
mempunyai fungsi sebagai berikut :
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 Pembinaan di bidang produk dan tarif pos.
 Pembinaan di bidang operasi pos.
 Pembinaan di bidang prangko dan filateli.
 Pembinaan di bidang penyelenggaraan pos.
 Pembinaan di bidang evaluasi dan Penertiban pos.
 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
c. Direktorat Telekomunikasi & Informatika
Direktorat Telekomunikasi & Informatika mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi di bidang telekomunikasi dan informatika 
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat 
JenderalPosdanTelekomunikasi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dittelinfo mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
 Pembinaan pelayanan telekomunikasi. 
 Pembinaan operasi telekomunikasi. 
 Pembinaan tarip sarana telekomunikasi. 
 Pembinaan informatika. 
 Pembinaan telekomunikasi khusus dan kewajiban universal. 
 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 
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d. Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit       
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan 
teknis, dan evaluasi di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit 
satelit. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Spektrum 
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, 
penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orbit satelit; 
b. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan 
prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana 
frekuensi radio dan orbit satelit; 
c. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi 
radio dan orbit satelit;
d. Penyiapan pemberian perizinan penggunaan frekuensi radio 
dan orbit satelit; 
e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi 
radio dan orbit satelit; 
f. Pelaksana urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga 
direktorat
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e. Direktorat Standardisasi Pos Dan Telekomunikasi
Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi, disingkat 
Ditstand, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok 
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang standardisasi 
pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, DITSTAND POSTEL 
mempunyai fungsi sebagai berikut :
 Penyiapan kebijakan di bidang teknik, pelayanan, penerapan pos 
dan telekomunikasi. 
 Penyiapan perumusan standar di bidang teknik, pelayanan, 
penerapan pos dan telekomunikasi. 
 Pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi teknik, 
pelayanan, penerapan pos dan telekomunikasi. 
 Pemantauan dan penertiban standardisasi Pos dan 
Telekomunikasi. 
 Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga 
Direktorat 
f. Direktorat Kelembagaan Internasional
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 91 
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 
Pos dan Telekomunikasi, maka sejak tanggal 28 November 2002 
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struktur organisasi Ditjen Postel telah bertambah satu, yaitu 
Direktorat Kelembagaan Internasional (Untuk melengkapi unit-unit 
kerja yang sudah ada: Sekretariat Ditjen Postel, Direktorat Pos, 
Direktorat Telekomunikasi dan Informatika, Direktorat Frekuensi 
Radio dan Orbit Satelit, serta Direktorat Standarisasi Postel).
Dalam perkembangannya, untuk mendukung keberadaan Dit-
KI, kegiatan-kegiatan dinas ruitn Dit-KI kemudian diperkuat dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Postel No. 282/Ditjen/2003 tentang 
Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan 
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tersebut di atas, maka 
tugas pokok dan fungsi Dit-KI adalah untuk melaksanakan sebagian 
tugas pokok Ditjen Postel di bidang kelembagaan internasional pos 
dan telekomunikasi, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan 
Indonesia di bidang pos dan telekomunikasi dan untuk 
menyelenggarakan hubungan kelembagaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.Tugas pokok dan fungsi Dit-KI tersebut pada dasarnya 
sesuai dengan implementasi dari visi dan misi Dit-KI, yang masing-
masing adalah sebagai berikut:
Visi
Terciptanya hubungan internasional di bidang penyelenggaraan pos, 
telekomunikasi dan informatika antara Indonesia dengan negara-
negara lain dan lembaga-lembaga internasional pada umumnya secara 
dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional. 
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MISI
 Meningkatkan kualitas regulasi dan sumber daya manusia sesuai 
dengan standar dan kecenderungan internsional yang berkembang 
 Meningkatkan partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional 
di bidang pos dan telekomunikasi baik dalam kapasitas untuk 
menghadiri pertemuan di luar negeri maupun untuk bertindak 
sebagai tuan rumah pertemuan internasional. 
 Meningkatkan hubungan antar regulator dan juga antar operator
Indonesia dengan regulator dan operator dari negara-negara lain. 
 Meningkatkan interaksi secara langsung maupun tidak langsung 
dalam upaya memperoleh kebijakan, informasi dan kondisi yang 
terkini di bidang pos dan telekomunikasi. 
 Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan iptek yang 
tepat guna yang diperoleh dari negara-negara lain dan berbagai 
lembaga internasional. 
Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi terdiri 
dari :
1. Sub Direktorat Kelembagaan Multilateral. 
2. Sub Direktorat Kelembagaan Regional. 
3. Sub Direktorat Kelembagaan Bilateral. 
4. Subbag Tata Usaha
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G. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Monitor, Kepala 
Seksi, Kepala Subbagian, dan Petugas Satuan Kerja masing-masing 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 
di lingkungan Balai Monitor / Loka Monitor sesuai dengan tugas 
pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai Monitor / 
Loka Monitor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk- petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjukkepadabawahannya. Dalam menyampaikan laporan kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan 
organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan 
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dalam rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib 
mengadakan rapat kerja Organisasi.
H. Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi                                                                                                           
Untuk menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi, 
mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat 
telekomunikasi, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan 
kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat 
telekomunikasi, maka setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang 
dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau 
digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi 
persyaratan teknis. Proses untuk mengetahui kesesuaian suatu 
perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang telah 
ditetapkan oleh Ditjen Postel dilakukan melalui sertifikasi. Pada saat 
ini proses sertifikasi dilaksanakan oleh Ditjen Postel melalui 
Direktorat Standardisasi sedangkan pengujian perangkat 
telekomunikasi yang merupakan bagian dari proses sertifikasi 
dilaksanakan oleh laboratorium pengujian. Hakekat pengujian 
perangkat telekomunikasi adalah operasi teknis yang terdiri dari 
penentuan satu atau lebih karakteristik dari suatu produk 
telekomunikasi tertentu menurut suatu prosedur tertentu untuk 
mengetahui kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang sudah diketahui 
(standardisasi/acuan) yang berlaku. Kegiatan pengujian jenis tersebut 
meliputi pengambilan sampel, identifikasi standardisasi / persyaratan 
teknis yang berlaku, pengukuran karakteristik dari sampel, pengujian, 
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dan pembuatan laporan (rekapitulasi) hasil pengujian. Salah satu 
laboratorium pengujian yang ditetapkan oleh Ditjen Postel untuk 
melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi adalah Balai 
Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Postel. Balai Pengujian 
Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada 
di bawah dan tanggung jawab kepada direktur Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi yang pembinaannya dilakukan oleh Kepala Direktorat 
Bina Standardisasi Pos dan Telekomunikasi. Balai Pengujian 
Perangkat Telekomunikasi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri 
Perhubungan No. 62 tahun 1999 tentang Struktur dan Organisasi Balai 
Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan diresmikan oleh Menteri 
Perhubungan RI pada tanggal 17 Mei 1999. 
Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian 
perangkat telekomunikasi dan memberikan hasil pengujian sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi dari Balai
Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah melaksanakan pengujian 
perangkat telekomunikasi untuk mendukung peningkatan kualitas dari 
perangkat telekomunikasi di Indonesia sehingga tercapai sasaran : 
 menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi
 mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat 
telekomunikasi
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 melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang 
ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat 
telekomunikasi
 mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa 
tekhnologi telekomunikasi nasional.
I.2 Latar Belakang Masalah
Peraturan Menkominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 28 
Oktober 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa 
Telekomunikasi mewajibkan seluruh pengguna telepon seluler yang 
menggunakan kartu prabayar untuk memberikan identitasnya kepada 
pemerintah. Peraturan ini dikeluarkan selain untuk melacak jaringan 
teroris di Indonesia, juga untuk melindungi masyarakat dari berbagai 
penipuan – penipuan  yang terjadi menggunakan telepon selular.
Selain itu, peraturan ini juga merupakan aplikasi dari tugas Ditjen 
Postel melalui departemennya, dimana Ditjen Postel harus 
meningkatkan kualitas dari perangkat telekomunikasi untuk 
melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan 
akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.
Hal ini membuat setiap operator telekomunikasi harus 
menyediakan fasilitas khusus bagi para pelanggannya agar bisa 
melakukan registrasi sehingga program pemerintah ini bisa terlaksana. 
Bicara mengenai penyediaan fasilitas terhadap para pelanggan jasa 
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kartu prabayar, berarti setiap operator telekomunikasi harus membuat 
anggaran khusus. Dari mulai penyediaan fasilitas sms gratis untuk 
registrasi, operator yang harus bekerja ekstra, sampai menyediakan 
tempat khusus registrasi di setiap gerai operator, demi melayani
pelanggannya. 
Adapun salah satu bentuk iklan yang diberikan adalah SMS 
(Short Massage Service) yang dikirimkan kepada seluruh pelanggan 
kartu prabayar melalui operator masing-masing. Adapun pesan yang 
diberikan Ditjen Postel yang telah disepakati dengan setiap operator 
adalah :
“Utk kepentingan & ketertiban penggunaan kartu prabayar 
Anda daftarkan segera identitas Anda via SMS ke 4444 secara 
GRATIS. Ketik: No. KTP (SIM/Passpor/Kartu Pelajar/Kartu 
Mahasiswa)#nama lengkap#alamat lengkap#tempat lahir#tgl 
lahir#”
Sumber : www. Postel.go.id
Selain sms, Ditjen postel juga memkomunikasikan iklan di media 
massa bersama operator – operator kartu prabayar .
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GAMBAR 1.2
CONTOH IKLAN REGISTRASI MELALUI MEDIA MASSA
Sumber : dwi mingguan ”PULSA” edisi 85 / IV/ 2006  27 Juli -9 Agustus 2006
Kebijakan registrasi kartuprabayar ini sudah diberlakukan sejak 
tanggal 15 Desember 2005 dengan batas akhir yaitu tanggal 28 April 
2006. Berikut data  registrasi kartu prabayar sampai dengan April 
2006.
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TABEL 1.1
DATA REGISTRASI PELANGGAN KARTU PRABAYAR
SAMPAI DENGAN APRIL 2006
No Nama perusahaan Posisi Jumlah 
Pelanggan 
Teregistrasi      %
1 PT. TELKOMSEL 21 April 
2006
25.822.000 17.619.000 68,23








4 PT. MOBILE-8 17 April 
2006
1.215.787 723.906 59,54
5 PT. TELKOM 20 April 
2006
2.238.940 1.488.729 66,49





7 PT. SAMPOERNA 20 April 
2006
12.766 11.587 90,76







Dari data di atas dapat dilihat bahwa sampai batas waktu akhir 
yang ditentukan oleh Ditjen Postel ternyata , masih banyak dari 
konsumen yang belum melaksanakan kewajibannya melakukan 
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registrasi, sehingga apabila hal ini dibiarkan dapat berpengaruh buruk 
baik kapada operator maupun kepada pemerintah. 
Adapun pengaruhnya terhadap pemerintah adalah tidak 
tercapainya program pemerintah, sedangkan pengaruhnya terhadap 
operator adalah kerugian, dimana operator akan kehilangan banyak 
pemasukan dikarenakan banyak pelanggan yang tidak melakukan 
registrasi yang nomornya harus diblokir, walaupun itu sifatya soft 
blocking.
Baik Ditjen Postel maupun seluruh operator telekomunikasi 
sesungguhnya sudah dan sedang melakukan upaya seoptimal mungkin 
untuk melakukan program sosialisasi, baik melalui berbagai iklan di 
media cetak maupun media elektronik yang dilakukan oleh beberapa 
operator tertentu, penayangan iklan layanan masyarakat sepanjang 45 
detik yang disiarkan oleh hampir seluruh media televisi nasional 
dengan ” ending statement ” dari Menteri Komunikasi dan 
Informatika Softan A. Djalil tentang perlunya registrasi kartu 
prabayar, talk show interactive di beberapa media televisi dan radio 
serta road show sosialisasi dari kota-kota yang akan diawali dari 
Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2006 dan kemudian akan berlanjut di 
beberapa kota tertentu selama beberapa waktu hingga menjelang 
berakhirnya tenggang waktu masa registrasi.
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1.3 Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk 
melakukan penelitian sehubungan dengan masalah tersebut, adapun 
masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Sejauh mana pengaruh iklan sosialisasi yang telah dilakukan 
oleh Ditjen Postel terhadap kesadaran para pelanggan untuk 
melakukan registrasi ?
2. Bagaimana proses iklan sosialisasi yang dilakukan Ditjen
Postel untuk membuat pelanggan melakukan registrasi ?
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian merupakan jawaban dari latar belakang 
masalah yang telah dirumuskan di atas, yaitu :
1. Mengetahui pengaruh iklan sosialisasi yang telah dilakukan 
oleh Ditjen Postel terhadap kesadaran pelanggan kartu 
prabayar untuk melakukan registrasi.
2. Mengetahui proses iklan sosialisasi yang dilakukan Ditjen
Postel untuk membuat pelanggan melakukan registrasi.
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1.5 Kegunaan Penelitian 
Kami sebagai penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi :
1. Penulis sendiri, dimana penulis mendapatkan pengalaman 
dari aplikasi teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.
2. Pihak Ditjen Postel, dimana hasil dari penelitian ini dapat 
memberikan masukan yang berguna kepada Ditjen Postel.
3. Pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
menyumbangkan pemikiran mengenai komunikasi.
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1.6.1. Kerangka Pemikiran 
Menurut Stephen P.Robbins (2001,310) komunikasi adalah 
pentrasferan dan pemahaman makna. Komunikasi dapat dibayangkan 
sebagai suatu proses atau aliran. Adapun iklan batas akhir registrasi 
Ditjen Postel merupakan suatu bentuk komunikasi dari pemerintah ke 
masyarakat untuk mensosialisasikan  Peraturan Menkominfo No. 
23/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 28 Oktober 2005 tentang Registrasi 
Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
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Untuk mengetahui bagaimana proses dan pengaruh dari iklan 
Ditjen Postel ini terhadap kesadaran pengguna kartu prabayar untuk 
melakukan registrasi, penulis menggunakan hirarki efek komunikasi. 
Model Hirarki Efek atau biasa disebut juga dengan model 
hirarki-pengaruh adalah salah satu model hirarki respon yang cukup 
populer bagi pemasar setelah model AIDA sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan kegiatan pemasaran. 
Menurut Kotler (1997 : 610) ketiga komponen sikap , yaitu 
cognitive, affective dan conative adalah urutan-urutan tahap-tahap 
dalam langkah pembentukkan sikap yang ditunjukkan dalam model 
hirarki tanggapan . Model ini menekankan bahwa jika pasar sasaran 
berikut karakteristik telah ditentukan, maka perusahaan harus 
memutuskan tanggapan yang diharapkan dari konsumennya.
Tahapan-tahapan dalam model hirarki efek adalah sebagai 
berikut :
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TABEL 1.2







Bahavior Stage Adoption 
        Sumber : Engel (1995 : 892)
1. Awareness 
Jika sebagian besar dari target audiens belum sadar akan objek, 
maka tugas komunikator adalah membangun kesadaran 
keberadaan produk, mungkin dengan pengenalan nama.
2. Knowledge 
Setelah audiens sadar akan keberadaan produk, mungkin 
mereka tidak mempunyai pengetahuan yang lebih dalam akan 
produk, sehingga komunikator harus memberikan pengetahuan 
produk kepada konsumen.
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3. Liking 
Ketika konusmen sudah mengetahui tentang produk tersebut, 
lalu bagaimana perasaan mereka ? Komunikator pemasaran 
harus berusaha agar konsumen menyukai produk tersebut. Jika 
konsumen terlihat tidak menyukai produk tersebut, pemasar 
harus tahu mengapa dan  berusaha memperbaiki dan 
mengkomunikasikannya lagi.
4. Preference
Konsumen mungkin menyukai produk itu tidak dari produk 
lain, sehingga pemasar harus membangkitkan preferensi 
konsumen akan produk yang ditawarkan pemasar akan 
mempromosikan kualitas produk, value, performance dan 
karakter lainnya.
5. Conviction
Konsumen mungkin sudah lebih menyukai produk yang 
ditawarkan tapi tidak membangun keyakinan untuk 
membelinya. Karena itu tugas pemasar adalah membangun 
keyakinan untuk melakukan tindakan yang terbaik, yaitu 
membeli.
6. Adoption
Sebagian konsumen mungkin memiliki keyakinan tetapi belum 
juga membeli produk itu. Mungkin mereka menunggu 
informasi tambahan atau masih merencanakan tindakan 
selanjutnya. Pemasar harus mendorong konsumen untuk 
melakukan langkah terakhir dengan cara menawarkan produk 
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dengan harga yang lebih rendah, atau menawarkan hadiah. 
Adopsi suatu produk baru merupakan suatu proses keputusan, 
dalam banyak hal serupa dengan proses keputusan umum. 
Tidak hanya konsumen individual bergerak melewati tahap-
tahap pengadopsian produk bersama berlalunya waktu, tetapi 
konsumen juga bergerak melalui proses tersebut, barangkali 
dengan kecepatan waktu. Jadi adopsi suatu produk baru harus 
dimengerti dalam konteks secara seketika, entah untuk individu 
ataupun masyarakat. Pemahaman akan waktu dan proses yang 
diperlukan agar adopsi terjadi mungkin membantu menjelaskan 
mengapa begitu banyak produk baru yang gagal, khususnya 
ketika produk yang bersangkutan merupakan inovasi yang 
terputus. 
Maka berdasarkan penjelasan di atas kerangka pemikiran dari 
penelitian ini adalah :
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1.6.2 Hipotesis
  Dalam penelitian ini hipotesis yang ditentukan adalah :
H0 :   Tidak ada pengaruh antara iklan Ditjen Postel tentang registrasi 
kartu prabayar dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan 
registrasi kartu prabayar. 
H1 :    Ada pengaruh antara iklan Ditjen Postel tentang registrasi kartu 
prabayar dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan 
registrasi kartu prabayar. 
1.7.  Ruang Lingkup penelitian 
Mengingat luasnya bidang penelitian yang bisa dikaji dalam 
penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai 
berikut :
 Penelitian ini membahas bagaimana konsep dari iklan Ditjen 
Postel mengenai kewajiban registrasi pelanggan kartu 
prabayar berdasarkan teori 5 M (Mission, Money, Massage, 
Media, Measurement). 
 Penelitian ini membahas bagaimana sikap dari para pengguna 
kartu prabayar sehubungan dengan iklan Ditjen Postel 
mengenai kewajiban melakukan registrasi.
 Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan 
bulan Agustus 2006. Oleh karena itu penyusun hanya 
menggunakan data jumlah pelanggan kartu prabayar yang 
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melakukan registrasi bulan April 2006 sebagai dasar 
permasalahan.
 Penelitian ini memfokuskan pada segmen pelanggan kartu 
prabayar yang berusia muda karena sifatnya yang dinamis, 
kritis dan masih peka terhadap perubahan sehingga menarik 
untuk diteliti.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 
telah dikemukakan pada tujuan awal penelitian. Adapun kesimpulan 
dari penelitian ini adalah :
1. Pengaruh iklan batas akhir registrasi Direktorat Jenderal Pos 
dan Telekomunikasi terhadap kesadaran pengguna kartu 
prabayar untuk melakukan registrasi  di Bandung tergolong 
rendah, yaitu sebesar 24 % .  Hal ini menunjukkan bahwa 
para pengguna melakukan registrasi bukan karena melihat 
iklan batas akhir, mungkin karena SMS yang dikirim dari 
operator, pengaruh lingkungan pergaulan , iklan di media lain 
dan hal lainnya yang tidak terukur dalam penelitian ini .    
Walaupun demikian, berdasarkan hasil analisa Hirarki Efek 
Komunikasi dari kuesioner, masyarakat pengguna kartu 
prabayar umumnya mengetahui, menerima dan menyambut 
baik dari iklan batas akhir Ditjen Postel, dilihat dari tingkat 
efek komunikasi pengguna kartu prabayar dari  enam 
operator kartu prabayar di Bandung yang tinggi.
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2. Dilihat dari proses pembuatan iklan batas akhir registrasi, 
pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi  sudah melakukannya dengan baik, melihat 
pembuatan tujuan, pesan, penggunaan media dan pengukuran 
yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemerintah   mulai memperhatikan masyarakat, dalam hal ini 
para pengguna kartu prabayar, dimana dengan turunnya 
Peraturan Menkominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 
tanggal 28 Oktober 2005 tentang Registrasi Terhadap 
Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang dikomunikasikan 
melalui iklan batas akhir registrasi   dapat melidungi 
masyarakat dari adanya penipuan – penipuan pada telepon 
selular. Namun dalam hal biaya pembuatan iklan dan 
administrasi registrasi, pemerintah masih membebankan 
sebagian kepada operator,  sehingga operator – operator kartu 
prabayar selain menanggung biaya administrasi juga harus 
menanggung sebagian biaya iklan.    
5.2  Saran  Bagi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang ditujukan 
kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah :
1. Melihat respon masyarakat yang cukup baik dari adanya 
iklan sosialisasi batas akhir registrasi kartu prabayar, 
hendaknya Ditjen Postel memperbanyak komunikasinya 
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kepada masyarakat pengguna telekomunikasi, sehingga 
diharapkan masyarakat menyadari peran yang baik dari 
Ditjen Postel.
2. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi hendaknya 
mempertimbangkan pembagian beban biaya iklan dan 
administrasi kepada operator – operator kartu prabayar 
dikarenakan beban yang ditanggung operator sudah cukup 
besar, ditambah lagi dengan resiko kerugian terjadi sanksi pe 
non-aktifan  nomor kartu prabayar yang mengakibatkan 
kerugian yang besar dari operator – operator kartu prabayar.  
5. 3 Saran Untuk Studi Lanjutan
Pengaruh iklan batas akhir terhadap kesadaran pengguna kartu 
prabayar melakukan registrasi hanya sebesar 24 % menunjukkan 
bahwa masih banyak hal  lain yang berpengaruh yang tidak dijelaskan  
pada penelitian ini, maka perlu adanya penelitian lanjutan  mengenai 
hal lain yang mempengaruhi kesadaran pengguna kartu prabayar 
melakukan registrasi seperti iklan media cetak, komunikasi operator 
kartu prabayar, topik khusus registrasi yang pernah ditayangkan 
televisi swasta dan faktor – faktor lain. 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Tugas Akhir - 2007
